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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo :  

Bapak Mochammad Mahfud, S.Sos 

No. Kriteria Pertanyaan 

1. Efektivitas a. Apakah penataan dan pemberdayaan PKL yang 

dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Sidoarjo telah efektif dilakukan 

sehingga tujuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dapat tercapai ? 

b. Bagaimana keterlibatan serta peran Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam 

melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? 

Sejauh ini apakah telah berjalan efektif? Apabila 

belum mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

c. Apakah terdapat pemantauan ataupun monitoring 

dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? 

Dan bagaimana sistemnya? 

2. Efisiensi a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh 

pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Sidoarjo pada saat melakukan inspeksi dadakan 

(sidak) untuk penataan dan pemberdayaan PKL 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016? Apakah manajemen waktu 

yang diterapkan sudah efisien? 

b. Berapakah anggota Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo yang dikerahkan untuk 

melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? 

Apakah seluruh anggota menjalankan tugasnya 

dengan baik dan efisien? 

c. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah biaya 

yang dikeluarkan cukup dan efisien menangani 

penataan dan pemberdayaan PKL? 

3.  Kecukupan a. Sejauh ini apakah Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah mampu menjadi 

pedoman untuk penataan dan pemberdayaan PKL? 

Apakah dengan adanya peraturan tersebut mampu 

menciptakan kawasan yang bersih, indah dan tertib 

di Kabupaten Sidoarjo? 

b. Seberapa jauh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016 diterapkan untuk menciptakan 
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No. Kriteria Pertanyaan 

kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan 

sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan 

berwawasan lingkungan? 

c. Sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 

Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang 

bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan 

prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan 

lingkungan? 

4. Perataan a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah 

merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading 

Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, 

indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

b. Apakah sosialisasi penataan dan pemberdayaan PKL 

yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Sidoarjo pada PKL sepanjang 

jalan Gading Fajar telah merata untuk menciptakan 

kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 

Tahun 2016? 

c. Apakah ada bantuan penyaluran biaya yang 

diperlukan untuk relokasi maupun penataan dan 

pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar? 

Apabila ada apakah penyaluran tersebut telah merata 

dan mampu menciptakan kawasan yang bersih, 

indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

5. Responsivitas a. Bentuk penerimaan maupun penolakan apa saja yang 

diterima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penataan dan 

pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar 

untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, 

tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

b. Apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Sidoarjo telah merasa puas pada pelaksanaan 

kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL untuk 

menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan 

aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016? 
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No. Kriteria Pertanyaan 

c. Bentuk kerja sama apa yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo 

untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan 

PKL sepanjang jalan Gading Fajar untuk 

menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan 

aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016? 

6. Ketepatan a. Apakah tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 

untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, 

tertib dan aman telah tercapai dan tepat sasaran? 

b. Manfaat apa yang diperoleh oleh Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam 

menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016? 

c. Apakah tujuan dan hasil yang diterima oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo 

dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah seimbang? 

 

2. Untuk Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol 

PP Sidoarjo : Bapak  Drs. Hisyam Anwar 

No. Kriteria Pertanyaan 

1. Efektivitas a. Apakah patroli cipta kondisi yang dilakukan oleh 

pihak Satpol PP di PKL Gading telah efektif 

dilakukan ? 

b. Bagaimana keterlibatan dan peran Satpol PP 

Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan patroli cipta 

kondisi PKL Gading Fajar? Sejauh ini apakah telah 

berjalan efektif? Apabila belum mengapa hal 

tersebut bisa terjadi? 

c. Bagaimana sistem patroli cipta kondisi di PKL 

Gading Fajar tersebut? 

2. Efisiensi a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh 

pihak Satpol PP dalam melakukan patroli cipta 

kondisi di PKL Gading Fajar? Apakah manajemen 

waktu yang diterapkan sudah efisien? 

b. Berapakah anggota Satpol PP yang dikerahkan untuk 

melakukan patroli cipta kondisi di PKL Gading 
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No. Kriteria Pertanyaan 

Fajar? Apakah seluruh anggota menjalankan 

tugasnya dengan baik dan efisien? 

c. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar? Apakah 

biaya yang dikeluarkan cukup dan efisien untuk 

patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar? 

3. Perataan a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah 

merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading 

Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, 

indah, tertib dan aman? 

b. Apakah terdapat sosialisasi dalam patroli cipta 

kondisi di PKL Gading Fajar yang diberikan oleh 

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo? 

c. Apakah penyebaran biaya yang diperlukan untuk 

keperluan relokasi dan kebutuhan patroli cipta 

kondisi di PKL Gading Fajar telah merata? 

4. Responsivitas a. Bentuk penerimaan maupun penolakan apa saja yang 

diterima oleh Satpol PP dalam pelaksanaan patroli 

cipta kondisi di PKL Gading Fajar ? 

b. Apakah Satpol PP telah merasa puas pada 

pelaksanaan patroli cipta kondisi di PKL Gading 

Fajar? 

c. Bentuk kerja sama apa saja yang dilakukan oleh 

Satpol PP untuk melaksanakan patroli cipta kondisi 

di PKL Gading Fajar? 

 

3. Untuk Ketua PKL Gading Fajar Sidoarjo: Bapak Khamim 

No. Kriteria Pertanyaan 

1. Efektivitas a. Apakah penataan dan pemberdayaan PKL yang 

dilakukan oleh pihak berwenang telah efektif 

dilakukan sehingga tujuan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dapat 

tercapai ? 

b. Bagaimana keterlibatan dan peran pihak berwenang 

dalam melakukan penataan dan pemberdayaan 

PKL? Sejauh ini apakah telah berjalan efektif? 

Apabila belum mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

c. Apakah terdapat pemantauan maupun monitoring 

dalam melakukan penataan dan pemberdayaan 

PKL? Dan bagaimana sistem pemantauan tersebut? 

2. Efisiensi a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh 
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No. Kriteria Pertanyaan 

pihak berwenang dalam melakukan penataan dan 

pemberdayaan PKL? Apakah manajemen waktu 

yang diterapkan sudah efisien? 

b. Berapakah anggota pihak berwenang yang 

dikerahkan untuk melakukan penataan dan 

pemberdayaan PKL? Apakah seluruh anggota 

menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien? 

c. Apakah pihak PKL Gading Fajar pernah 

mendapatkan biaya dari Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo mengenai proses penataan dan 

pemberdayaan PKL? 

3.  Kecukupan a. Sejauh ini apakah Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah mampu 

menjadi pedoman untuk penataan dan 

pemberdayaan PKL? Apakah dengan adanya 

peraturan tersebut mampu menciptakan kawasan 

yang bersih, indah dan tertib di Kabupaten Sidoarjo? 

b. Seberapa jauh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016 diterapkan untuk menciptakan 

kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan 

sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan 

berwawasan lingkungan? 

c. Sejauh mana kemampuan pihak berwenang dalam 

menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan 

yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana 

dan prasarana kawasan yang memadai dan 

berwawasan lingkungan? 

4. Perataan a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah 

merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading 

Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, 

indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

b. Apakah sosialisasi penataan dan pemberdayaan PKL 

yang diberikan oleh pihak berwenang pada PKL 

sepanjang jalan Gading Fajar telah merata untuk 

menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan 

aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016? 

c. Apakah penyebaran biaya yang diperlukan untuk 

keperluan relokasi dan kebutuhan penataan serta 

pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar 
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No. Kriteria Pertanyaan 

telah merata untuk menciptakan kawasan yang 

bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

5. Responsivitas a. Bagaimana respon PKL Gading Fajar dalam 

menerima penataan dan pemberdayaan PKL dari 

pihak terkait?  

b. Apakah PKL Gading Fajar telah merasa puas pada 

pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan 

PKL untuk menciptakan kawasan yang bersih, 

indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

c. Bentuk koordinasi apa saja yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap PKL 

Gading Fajar untuk melaksanakan penataan dan 

pemberdayaan guna menciptakan kawasan yang 

bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

6. Ketepatan a. Apakah tujuan pihak berwenang dalam menegakkan 

Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 

Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang 

bersih, indah, tertib dan aman telah tercapai dan 

tepat sasaran? 

b. Manfaat apa yang diperoleh oleh PKL Gading Fajar 

melalui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

c. Apakah tujuan dan hasil yang diterima oleh PKL 

Gading Fajar melalui penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan PKL telah seimbang? 

 

4. Untuk PKL Gading Fajar Sidoarjo 

No. Kriteria Pertanyaan 

1. Efektivitas a. Apakah penataan dan pemberdayaan PKL yang 

dilakukan oleh pihak berwenang telah efektif 

dilakukan sehingga tujuan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dapat 

tercapai ? 

b. Bagaimana keterlibatan dan peran pihak berwenang 

Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penataan dan 

pemberdayaan PKL? Sejauh ini apakah telah berjalan 
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No. Kriteria Pertanyaan 

efektif? Apabila belum mengapa hal tersebut bisa 

terjadi? 

c. Apakah terdapat pemantauan maupun monitoring 

dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? 

Dan bagaimana sistem pemantauan tersebut? 

2. Efisiensi a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh 

pihak berwenang dalam melakukan penataan dan 

pemberdayaan PKL? Apakah manajemen waktu yang 

diterapkan sudah efisien? 

b. Berapakah anggota pihak berwenang yang 

dikerahkan untuk melakukan penataan dan 

pemberdayaan PKL? Apakah seluruh anggota 

menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien? 

c. Apakah pihak PKL Gading Fajar pernah 

mendapatkan biaya dari Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo mengenai proses penataan dan 

pemberdayaan PKL? 

3.  Kecukupan a. Sejauh ini apakah Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah mampu menjadi 

pedoman untuk penataan dan pemberdayaan PKL? 

Apakah dengan adanya peraturan tersebut mampu 

menciptakan kawasan yang bersih, indah dan tertib di 

Kabupaten Sidoarjo? 

b. Seberapa jauh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016 diterapkan untuk menciptakan 

kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan 

sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan 

berwawasan lingkungan? 

c. Sejauh mana kemampuan pihak berwenang dalam 

menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan 

yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana 

dan prasarana kawasan yang memadai dan 

berwawasan lingkungan? 

4. Perataan a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah 

merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading 

Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, 

tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

b. Apakah sosialisasi penataan dan pemberdayaan PKL 

yang diberikan oleh pihak berwenang pada PKL 

sepanjang jalan Gading Fajar telah merata untuk 
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No. Kriteria Pertanyaan 

menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan 

aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 3 Tahun 2016? 

c. Apakah penyebaran biaya yang diperlukan untuk 

keperluan relokasi dan kebutuhan penataan serta 

pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar 

telah merata untuk menciptakan kawasan yang 

bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

5. Responsivitas a. Bagaimana respon PKL Gading Fajar dalam 

menerima penataan dan pemberdayaan PKL dari 

pihak terkait?  

b. Apakah PKL Gading Fajar telah merasa puas pada 

pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan 

PKL untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, 

tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

c. Bentuk koordinasi apa saja yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap PKL 

Gading Fajar untuk melaksanakan penataan dan 

pemberdayaan guna menciptakan kawasan yang 

bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

6. Ketepatan a. Apakah tujuan pihak berwenang dalam menegakkan 

Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 

Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang bersih, 

indah, tertib dan aman telah tercapai dan tepat 

sasaran? 

b. Manfaat apa yang diperoleh oleh PKL Gading Fajar 

melalui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? 

c. Apakah tujuan dan hasil yang diterima oleh PKL 

Gading Fajar melalui penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan PKL telah seimbang? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

2. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

3. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo  Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

4. Dokumentasi terkait Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo 

5. Dokumentasi terkait komposisi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo 

6. Dokumentasi sistem penataan dan pemberdayaan PKL Gading Fajar Kabupaten 

Sidoarjo 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati proses penataan dan pemberdayan PKL Gading Fajar Kabupaten 

Sidoarjo 

2. Mengamati kondisi PKL Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo 

3. Mengamati kondisi sikap PKL terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo 

4. Mengamati respon PKL terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo 


